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ISTILAH

ÅDPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah

ÅPimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD

ÅAnggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya 
sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

ÅSekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD

ÅSekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang 
memimpin Sekretariat DPRD



PROTOKOLER 

ÅKedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan 
kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, 
perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau 
pertemuan resmi

ÅProtokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan 
atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, 
tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan 
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan 
dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau 
masyarakat



PROTOKOLER 

ÅAcara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga 
Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, 
pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya 



PROTOKOLER 

ÅTata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara 
dalam acara kenegaraan dan acara resmi

ÅTata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi 
pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah 
Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara 
kenegaraan atau acara resmi

ÅTata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan 
pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, 
pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu 
dalam acara kenegaraan atau acara resmi



Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh 
kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi 
meliputi : 

ÅAcara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah; 

ÅAcara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat 
Pemerintah; 

ÅAcara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat 
Pemerintah Daerah



Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 
acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi, 
Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah; 

b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala 
Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya; 

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat 
Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris 
Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja 
Daerah lainnya.



Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai 
berikut : 
a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD; 

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar 
dan di sebelah kanan Ketua DPRD; 

c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; 

d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan 
untuk Anggota; 

e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan 
kondisi Ruang Rapat.



Tata tempat dalam Acara Pengambilan 
Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil 
Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; 

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; 

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan 
untuk Anggota; 

d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di 
sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji 
dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 



Tata tempat dalam Acara Pengambilan 
Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : 

e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan 
dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; 

f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan 
kondisi Ruangan Rapat; 

g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah 
pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; 

h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik 
duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil 
Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah.



Tata tempat dalam Acara Pengucapan 
Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi: 

a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan 
Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang 
ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah; 

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk 
di tempat yang telah disediakan; 

c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD 
duduk di sebelah kiri Kepala Daerah; 

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan 
Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di 
tempat yang telah disediakan; 



Tata tempat dalam Acara Pengucapan 
Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi: 

e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD; 

f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat 
yang telah disediakan; dan 

g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.



Tata tempat dalam Acara Pengambilan 
Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-
wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai 
berikut: 
a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua 
Pengadilan Tinggi/ Ketua Pengadilan Negeri; 

c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD 
duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; 

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan 
Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah 
disediakan.



Tata Upacara

a. Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara 
bendera atau bukan upacara bendera. 

b. Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan 
jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tata Penghormatan

a. Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan 
sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat 
Pemerintah

b. Penghormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan



“Protokol penunjang 

Kelancaran Acara dan 

Menciptakan Hubungan Baik 

dan Tata Pergaulan Antar 

Bangsa”
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